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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Sejak awal kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia, telah bertekad 

untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu 

masyarakat yang adil dan makmur, spiritual maupun material. Bersamaan dengan 

usaha pencapaian demi terwujudnya cita-cita tersebut terjadi suatu 

perkembangan kehidupan tingkat nasional maupun internasional yang 

berkembang cepat, terutama di bidang-bidang informasi, telekomunikasi, 

transportasi, perekonomian, dan hukum pada umumnya terutama perlindungan 

hukum yang semakin efektif terhadap Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual 

(HKI).1 

Dewasa ini Indonesia mulai mengenal istilah Hak Kekayaan Intelektual 

yang merupakan terjemahan resmi dari Intellectual Property Rights (IPR) dan 

dalam bahasa Belanda disebut sebagai Intellectual Eigendom.2 Dalam 

perkembangannya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat berkembang pesat di 

 

 

 

 

 
1 Istilah HAKI merupakan terjemahan dari Intellecctual Property Rights yang merupakan 

istilah baku/standar yang secara resmi dipakai Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 

2014 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. 
2 Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan, 

( Jakarta : Sinar Grafika, 1956 ), hlm. 87



 



 

 

Indonesia yang telah diperkenalkan oleh Belanda pada masa kolonialisme 

sebagai konsekuensi dari berjalannya prinsip asas korkodansi hukum. 

 

Pada umumnya pengertian HKI merupakan hasil olah pikir manusia yang 

lahir karena kemampuan suatu karya baik produk atau proses yang mempunyai 

nilai ekonomi.3 Rachmadi Usman, menyebutkan bahwa: “HKI dapat diartikan 

sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena 

adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi.4 

Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang 

merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karyanya, 

yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. 

 

Ada beberapa pengertian tentang Hak Kekayaan Intelektual yang dapat 

kita pahami,yaitu : 5 

1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang 

diberikan Pemerintah kepada pencipta / penemu / atas hasil karya yang 

dihasilkan; 

 

3 DITJEN HKI, Buku Panduan HKI (Jakarta: 2003), hlm.3. 
4 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi 

Hukumnya di Indonesia (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm.1. 
5 Anonim, HAKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia, 

(Jakarta : Departemen Perindustrian, 2007), hlm. 2. 



 

 

 
 

2. Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta 

dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri maupun 

kelompok yang dilisensikan. 

 

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda 

yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.6 Hanya orang yang 

mampu memperkerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak 

kebendaan yang kemudian disebut sebagai Intellectual Property Rights (hak 

milik intelektual atau lebih tepat lagi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

menjadi Hak Kekayaan Intelektual.7 Hasil kerja otak yang dimaksud disini 

adalah hasil penalaran kerjaanya yang berupa benda immateril (benda yang tidak 

berwujud). Misalnya seperti menciptakan sebuah lagu. Untuk menciptakan 

sebuah lagu yang berdasar pada nada atau irama dengan menggunakan not yang 

tidak semua orang mengerti diperlukan kerja otak dengan kreatifitas yang sangat 

tinggi. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Ketika 

terciptanya sebuah lagu berdasarkan hasil kerja otak, maka itu dirumuskan 

sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual, berbeda halnya dengan hasil kerja fisik, 

penjahit menjahit pakaianya, mengukur bahan kainnya, memotong kainnya, 

membuat pola terlebih dahulu sebelum menggambarnya diatas kain dan lalu 

 
 

6 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Rights ), 

(Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 9. 
7 Ibid. hlm.10. 



 

 

 
 

mengguntingnya, yang nantinya akan menghasilkan sebuah rancangan pakaian 

yang sangat indah. Pakaian tadi merupakan hak milik tetapi hak milik materiil 

atau hak milik atas benda berwujud. 

 

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas 

kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan manusia. HKI dikategorikan 

sebagai hak atas kekayaan, mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya- 

karya intelektual berupa ; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam 

mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu dan pikiran.8 Hasil 

karya cipta seperti ini bersifat pribadi dan berbeda dari kekayaan-kekayaan 

lainnya yang bukan timbul dari kemampuan intelektualnya. 

 

Seiring dengan berjalannya waktu Undang-Undang hak cipta yang telah 

diperbaharui yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 

memang telah diperuntukkan untuk mereka yang telah dengan susah payah 

menghasilkan karya-karya yang berasal dari gagasan pikiran dengan 

kekreatifitasan yang berasal dari pengungkapan (expression) intelaktualitas 

(intangible) dan bukan yang bersifat kebendaan (tangible). Dengan adanya 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dapat memberikan 

perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang- 

 

 

 
 

8 Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual & Budaya Hukum, (Jakarta 

: PT. Raja Grasindo Persada, 2004), hlm. 31. 



 

 

 
 

undangan sebelumnya.9 Maksudnya adalah mewujudkan keadaan yang lebih baik 

bagi berkembangnya semangat menciptakan sebuah hasil karya cipta dibidang 

ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diperlukan bagi perkembangan nasional. 

 

Dapat dimengerti bahwa HKI pada hakikatnya dapat memberikan 

manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga kepada 

Negara. Dikalangan negara-negara Eropa yang tergabung dalam Europeon Union 

(EU) dan Amerika Serikat, kesadaran akan manfaat ekenomi ini telah tertanam 

dengan kuat. Di negara-negara maju tersebut beberapa studi ekonomi yang 

dilakukan telah membuktikan tentang tumbuhnya dengan pesat kontribusi 

industri hak cipta terhadap pendapatan nasional Negara.10 

Jika diperdalam lagi, HKI dalam ilmu hukum dimasukkan dalam 

golongan hukum benda (zakenrecht) yang mempunyai obyek benda intelektual 

yaitu benda (zaak) tidak berwujud (immaterial).11 Benda dalam kerangka hukum 

perdata dapat diklarifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu kategori itu 

adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda 

tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan 

dalam Pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi : menurut paham undang-undang 

 

 

 

 

 

9 Ibid. 
10 Ibid, hlm. 32. 
11 Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, (Yogyakarta : UII Press,2006), hlm. 226. 



 

 

 
 

yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat 

dikuasai oleh hak milik. 12 

Secara garis beras Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) 

bagian, yaitu :13 

1. Hak Cipta ( Copyright ) 

 

2. Hak Kekayaan Industri ( Industrial Property Rights ), yang mencakup : 

 

a. Paten ( Patent ) ; 

 

b. Merek ( Trademarks, Service Marks, and Trade Names ) ; 

 

c. Indikasi Geografis ( Geograpichal Indications ) ; 

 

d. Desain Produk Industri ( Industrial Design ) ; 

 

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ( Layout Designs 

(Topographies) of Integrated Circuits) ; 

f. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan ( Protection of 

Undisclosed Information ) ; 

g. Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian 

Lisensi ( Control of Anti Competitive Practices in Contractual 

Licences ) 

 

 

 

 

 

12 R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, (Jakarta : 

Pradya Pramita, 1996) , hlm. 155. 
13 Rachmadi Usman, Op.Cit, hlm. 7. 



 

 

 
 

Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran 

yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga dapat 

diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang 

berguna bagi orang lain. Objek atau hal-hal yang lahir dari kemampuan 

intelektual (daya pikir) manusia. 14 

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan 

dengan tiga elemen penting berikut ini :15 

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum ; 

 

2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada 

kemampuan intelektual ; 

3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi 

 

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada 

akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan 

kekayaan tersebut. Sesuai dengan hakikatnya HKI dikelompokkan sebagai hak 

milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud ( intangible ).16 

Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) memberikan suatu apresiasi dan 

penghargaan yang besar kepada pencipta atau pemegang hak cipta, diantaranya 

14 Haris Munandar dan Sally Sitanggang, HAKI-Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta : 

Erlangga, 2008), hlm. 2. 
15 Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 

2010), hlm. 23. 
16 Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Asset Intelektual, (Bandung : Nuansa 

Aulia, 2010), hlm. 3. 



 

 

 
 

diberikan hak-hak yang hanya dimiliki oleh para pencipta atau pemegang hak 

cipta. Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau 

eksklusif ( exclusive rights ) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak 

cipta. Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 telah 

dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam 

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dengan hak yang bersifat khusus itu berarti tidak ada 

orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut, terkecuali dengan izin pencipta 

atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.17 

Dewasa ini kemajuan teknologi sangat pesat, dapat dilihat dari 

berkembangnya berbagai media sosial (social media), contohnya dengan 

munculnya media YouTube. YouTube adalah media baru berjenis user generated 

content atau media yang kontennya diciptakan oleh pengguna media itu sendiri 

yang memungkinkan penggunanya untuk melihat, mengunggah dan membagikan 

video, baik itu video music, klip dari acara televisi, iklan, serta video yang dibuat 

sendiri oleh penggunanya dengan bebas.18 Umumnya video-video di YouTube 

adalah klip musik (video clip), film, TV, serta video buatan para penggunanya 

yang sengaja diunggah ke YouTube. Sebuah situs website video sharing (berbagi 

 

17 Rachmadi Usman, Op.Cit, hlm. 86. 
18 Kurnia Arofah, Youtube Sebagai Media Klarifikasi dan Pernyataan Tokoh Politik, Jurnal 

Ilmu Komunikasi, Volume 13, Nomor 2, Mei - Agustus 2015, hlm. 112. 



 

 

 
 

video) populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip 

video secara gratis. Dengan adanya sosial media (media social) seperti Youtube, 

membuat masyarakat terlebih lagi dikalangan muda dapat menonton, menyukai 

(likes), dan yang paling populer dilakukan oleh muda-mudi di Indonesia adalah 

menggunggah Vlog, yang berisi konten mengenai tutorial make-up, Vlog 

travelling, dan yang sangat sering dilakukan adalah perbuatan song cover atau 

yang jika diartikan adalah rekaman versi baru dari rekaman sebelumnya yang 

dirilis secara komersial (commersial) ataupun sementara oleh artis atau orang 

lain.19 

Pembuatan channel Youtube sangat mudah dilakukan, yaitu kita bisa 

membuka aplikasi Youtube, lalu dikanan atas kita klik Log in, dan membuka opsi 

lainnya lalu membuat account Youtube, setelah itu tidak membutuhkan waktu 

yang lama channel YouTube sudah dapat dioperasikan.20 Banyak sekali di era 

globalisasi ini para Youtuber (sebutan untuk orang-orang yang membuat channel 

Youtube dan memasukkan konten-konten menarik di channel YouTube mereka) 

telah mendapatkan penghasilan dari konten yang telah mereka unggah di channel 

YouTube. Penghasilan tersebut tidak didapat dengan cuma-cuma, tetapi mereka 

harus mendaftarkan account YouTube mereke ke Google AdSense.21 Setelah itu, 

kreator harus memiliki jumlah video, jumlah penayangan, dan jumlah penonton 
 

19 Levandry diakses dari https://any.web.id/arti-cover-song.info pada tanggal 23 Februari 

2018, pukul 00.28 pm. 
20 Syamsul Alam, diakses dari http://www.syamsulalam.net/cara-membuat-daftar-akun- 

youtube/, pada tanggal 12 Maret 2018. 
21 Ibid. 

https://any.web.id/arti-cover-song.info
http://www.syamsulalam.net/cara-membuat-daftar-akun-youtube/
http://www.syamsulalam.net/cara-membuat-daftar-akun-youtube/


 

 

 
 

dengan peningkatan yang konsisten. Aktivitas kreator harus mematuhi 

persyaratan layanan, pedoman komunitas, dan pedoman hak cipta agar dapat 

secara konsisten menjadi saluran yang ramah pengiklan (advertiser friendly). 

YouTube senantiasa mengedukasi kreator mengenai berbagai macam hal yang 

berkaitan dengan aktivitas kreatifnya di YouTube. Berbagai jenis dukungan 

layanan dan fasilitas tersebut diatur berdasarkan jumlah subscribers yang dimiliki 

oleh kreator.Kreator yang telah menjadi bagian dari YouTube Partnership 

Program dapat memonetisasi video yang mereka buat. Proses monetisasi ini 

memungkinkan kreator untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari 

penayangan iklan pada video dan/atau laman video.22 

Dalam beberapa bulan terakhir diberitakan bahwa penyanyi wanita muda 

yang bernama Hanin Dya mendapatkan masalah lantaran dia meng-cover lagu 

dari Band Indie asal kota Bandung yaitu Payung Teduh yang berjudul Akad 

tanpa seizin pencipta lagu yang ia komersialkan di akun Youtube miliknya. Cover 

lagu yang dibuat Hanin Dya menuai banyaknya pujian hingga komentar negatif 

mengenai perizinan song cover tersebut. Seperti halnya salah satu berita yang 

menjadi sorotan penulis yaitu : 

 

“TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Cover lagu menjadi hal umum bagi 

banyak pecinta musik di dunia. Kekecewaan pun disampaikan karena Hanin 

 

22 Yessi Nurita Labas dan Daisy Indira Yasmine, Komodifikasi di Era Masyarakat Jejaring : 

Studi Kasus YouTube Indonesia, Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2, Agustus 2017, hlm. 57. 



 

 

 
 

telah merubah lirik dari lagu berjudul Akad milik Payung Teduh. Dalam akun 

Instagramnya @pusakata, pria yang akrab disapa Is itu menyampaikan 

kekecewaannya dan berharap agar aksi komersial terhadap lagu Akad dapat 

dihentikan.“23 

Kejadian yang terjadi, sebelumnya juga pernah terjadi di negara Amerika 

Serikat, dimana video- video yang diunggah Full screen terutama versi cover 

dari lagu-lagu hits milik artis-artis mereka dibuat tanpa izin publisher dan 

pencipta lagu serta tanpa membayar royalti sehingga melanggar hak cipta. Kasus 

ini diselesaikan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan 

tercapainya kesepakatan yaitu kreator konten Full screen diharuskan untuk 

memiliki lisensi atas video musik mereka atau secara keseluruhan menghapus 

seluruh video cover yang hak ciptanya dipegang oleh pencipta maupun penerbit 

musik yang berada di bawah naungan the National Music Publishers’ 

Association.24 

Dilihat dari kasus dan fenomena yang terjadi, dapat kita simpulkan bahwa 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini dapat menjadi 

pedang bermata dua, disatu sisi memberikan kontribusi untuk peningkatan 

kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, tetapi disisi lain digunakan 
 

23 Anita K Wardani, diakses dari http://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis- 

payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad, pada tanggal 9 Februari 2018, 

pukul 13.52 pm. 
24 Lucky Setiawati, Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta, 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan ulang- lagu- milik 

orang -lain-melanggar-hakcipta?, diakses pada tanggal 30 November 2017. 

http://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad
http://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan%20ulang-%20lagu-


 

 

 
 

sebagai sarana efektifitas dalam memanfaatkan dan menggunakan hasil karya 

orang lain tanpa meminta izin dari pencipta atau pemegang hak. 

 

Dengan terjadinya kasus tersebut sudah seharusnya penyanyi yang 

hendak melakukan song cover terlebih dahulu meminta izin kepada penciptanya 

tersebut, karena telah ditegaskan dalam Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang No. 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi : 

 

“ Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang 

melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. ” 
 

Dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta juga telah ditegaskan mengenai beralih atau dialihkannya hak cipta yang 

seluruhnya atau sebagian yang berbunyi : 

 

“ Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian 

karena: a. pewarisan, b. hibah, c. wakaf, d. wasiat, e. perjanjian tertulis, 

atau f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. ” 
 

Untuk itu berdasarkan uaraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis 

skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUATAN 

SONG COVER YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA YOUTUBE 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG 

HAK CIPTA” 



 

 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dikemukakan oleh 

penulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan permasalahan yang sekarang telah 

menjadi hal yang lazim dimasyarakat yaitu maraknya pelanggaran song cover di 

media YouTube, maka untuk menjawab permasalaha tersebut penulis hendak 

mengajukan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah legalitas perbuatan song cover yang dipublikasikan di 

media YouTube berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta ? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang karyanya 

dipublikasikan melalui perbuatan song cover di media YouTube 

berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan pokok permasalahan diatas, 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui legalitas song cover yang dipublikasikan di media YouTube 

 

berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

 

2. Mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang karyanya 

dipublikasikan melalui pembuatan song cover di media YouTube 

berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta . 



 

 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Secara Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu hukum khususnya dapat menambah referensi, masukan pemikiran dan 

bahan kajian di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan perbuatan song 

cover di media YouTube tanpa izin dari pencipta lagu dalam bidang Hak 

Cipta. 

2. Secara Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau 

pengetahuan yang berharga bagi pemerintah, akademisi, praktisi, lembaga 

pengadilan dan pihak-pihak yang bersangkutan terkait mengenai kebijakan 

hukum terhadap perbuatan song cover tanpa seizin dari penciptannya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang 

menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi 

area penelitian.25 Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan 

menitik beratkan permasalahan, yaitu tentang perbuatan song cover yang di 

publikasikan pada media YouTube berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta. 

25 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2011), hlm. 111. 



 

 

 
 

F. Kerangka Teori 

 

Didalam penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, diperlukan adanya kerangka 

konsepsional dan kerangka atau landasan teoritis sebagai suatu syarat penting.26 

Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses 

tertentu.27 Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan dan 

ramalan serta menjelaskan gejala yang diamati.28 Kerangka teori dalam penulisan 

karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) 

asas asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan 

pembidangan kekhususannya.29 Kerangka teori yang akan dijadikan landasan 

dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah 

dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.30 

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah : 

1. Teori Kepastian Hukum 

 

Teori ini merupakan suatu kenyataan bahwa didalam kehidupan 

bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum yang akan 

menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, 

baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya 
 

26  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 35. 
27 JJJ. M. Wuismen, dengan penyuntig M. Hisman, Penelitian Ilmu Sosial Jilid 1, (Jakarta : 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hlm. 203. 
28 Ibid, hlm. 10. 
29 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Graafika, 2013), hlm. 79. 
30 Ibid 



 

 

 
 

dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum 

mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat 

umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau 

tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu 

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebani atau dilakukan oleh 

negara terhadap individu.31 

2. Teori Penghargaan (Reward Theory) 

 

Teori Penghargaan (Reward Theory) menjelaskan bahwa pengakuan 

terhadap karya intelektual yang telah dihasilakan oleh seseorang, sehingga 

kepada penemu/pencipta/pendesain harus diberikan penghargaan sebagai 

imbangan atas upaya-upaya kreatifitasnya dalam menemukan /menciptakan 

/mendesain karya-karya intelektual tesebut.32 

 

Menurut Penjelasan Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, suatu hak 

yang berasal dari kemampuan intelektual manusia perlu mendapatkan 

perlindungan hukum yang memadai, dengan alasan bahwa hak yang diberikan 

kepada seorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, atau 

inventor dibidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif, 

31 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-7, (Jakarta : Prenamedia 

Group, 2015), hlm. 137. 
32 Robert M. Sherwood, Intellectual Property and Economic Development : Westview Special 

Studies in Science Technology and Public Policy, (San Fransisco : Westview Press Inc. 1990), hlm. 11- 

13. 



 

 

 
 

merupakan wujud dari suatu pemberian “penghargaan” dan pengakuan atas 

keberhasilan manusia dalam menghasilkan karya-karya inovatifnya. Dengan 

demikian sudah merupakan konsekuensi hukum untuk diberikannya suatu 

perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan kepada mereka yang 

melakukan kreativitas dengan mengarahkan segala kemampuan 

intelektualnya tersebut seharusnya diberikan suatu hak eksklusif untuk 

mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai imbalan atas jerih 

payahnya itu.33 

3. Teori Perlindungan Hukum 

 

Dalam penulisan ini penulis hendak menggunakan teori perlindungan. 

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat 

sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. 

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam 

pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya 

di lembaga peradilan.34 

 

 

33 Mieker Komar dan Ahmad H. Ramli, “Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual Masa 

Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21” , Makalah disampaikan pada Seminar 

Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad 21, 

Lembaga Penelitian Institut Teknologi Bandung – Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten Merek, 

Departemen Kehakiman RI, Sasana Budaya Ganesa, 28 November 1998, hlm.2. 
34 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya : PT. Bina 

Ilmu, 1987), hlm. 29. 



 

 

 
 

Perlindungan hukum bagi rakyat melingkupi 2 (dua) hal, yaitu : 

 

a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di 

mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan 

atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk 

yang definitif ; 

b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di 

mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.35 

 

G. Kerangka Konsep 

 

Singarimbun (1990) mengatakan bahwa konsep adalah generalisasi dari 

sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan 

berbagai fenomena yang sama. Dalam kenyataannya konsep mempunyai tingkat 

generalisasi tertentu. Semakin dekat dengan realita semakin mudah konsep itu 

diukur dan diartikan. Kerangka konseptual dalam suatu penelitian hendaknya 

jelas. Ketidak jelasan konsep dalam suatu penelitian akan menimbulkan 

pengertian atau persepsi yang berbeda dengan yang dimaksud oleh peneliti. Oleh 

karena itu kejelasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini meliputi.36 : 

1. Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau eksklusif ( 

exclusive rights ) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. 

 

35  Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 41. 
36   Tjetjep Samsuri, Kajian Teori, Kerangka Konsep dan dan Hipotesis dalam Penelitian, 

Jurnal Balai Pengembangan Kelompok Belajar Sumatera Barat, Volume 4,hlm. 3, Juni 2003. 



 

 

 
 

2. YouTube adalah media baru berjenis user generated content atau media yang 

kontennya diciptakan oleh pengguna media itu sendiri yang memungkinkan 

penggunanya untuk melihat, mengunggah dan membagikan video, baik itu 

video music, klip dari acara televisi, iklan, serta video yang dibuat sendiri oleh 

penggunanya dengan bebas.37 

3. Song cover atau yang jika diartikan adalah rekaman versi baru dari rekaman 

sebelumnya yang dirilis secara komersial (commersial) ataupun sementara 

oleh artis atau orang lain.38 

 

H. Metode Penelitian 

 

Metode merupakan salah satu pendekatan utama dalam mendapatkan 

data-data yang diperluka untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Pada 

dasarnya sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “pengetahuan” 

atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar 

ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan 

tertentu.39 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis 

normatif, penilitan hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang 

37 Kurnia Arofah, Youtube Sebagai Media Klarifikasi dan Pernyataan Tokoh Politik, Jurnal 

Ilmu Komunikasi, Volume 13, Nomor 2, Mei - Agustus 2015, hlm.112. 
38 Levandry diakses dari https://any.web.id/arti-cover-song.info pada tanggal 23 Februari 

2018, pukul 00.28 pm. 
39 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

1997), hlm. 27-28 

https://any.web.id/arti-cover-song.info


 

 

 
 

meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.40 Suatu analisis 

yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai 

pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis 

normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber 

data penelitiannya.41 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan 

Undang-Undang (statute approach). Pendekatan statute approach atau 

pendekatan perundang-undangan yaitu suatu metode pendekatan yang 

dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang 

berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.42 

3. Bahan Penelitian Hukum 

 

Penelitian dalam hukum sangatlah berbeda dengan penelitian dalam 

sosial, dalam menyelesaikan suatu isu mengenai masalah hukum dan 

sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, peneliti 

memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik 

hukum primer maupun sekunder.43 

 

 

 

40 Fahmi M. Ahmadi. Jaenal Arifin, Metode Penelitian Hukum  ̧(Jakarta : Lembaga Penelitian 

UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 31. 
41 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali 

Pers, 2010), hlm.166. 
42 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Penada Media Group, 

2011), hlm. 95. 
43 Ibid, hlm. 141. 



 

 

 
 

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung jenis data yang 

digunakan, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data 

sekunder yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier, maka didalam mengolah dan menganalisis bahan hukum 

tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal 

dalam ilmu hukum.44 

a. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer dapat diperoleh dengan cara mencari dan 

mengumpulkan segala peraturan perundang-undangan yang 

berkesinambungan dengan perumusan masalah yang hendak diteliti. 

Bahan hukum primer tersebut terdiri dari : 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5599; 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4843; 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5952 . 
 

44 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm.163. 



 

 

 
 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer.45 Bahan hukum sekunder yang diperoleh 

dari bukun karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber yang 

mendukung penelitian ini. 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi dan 

petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus (hukum), ensiklopedia.46 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Penelitian ini adalah menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.47 Data-data tersebut 

adalah data yang berasal dari buku-buku meliputi berbagai bahan pustaka 

yang merupakan bahan pustaka hukum. 

 

 

 

 

 

 

 
 

45 Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji , Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.13. 
46 Amiruddin dan Zainal, Op. Cit., hlm.32. 
47 Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta : Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.6. 



 

 

 
 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan suatu 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

data.48 Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penilitian yuridis normatif yang bersifat 

kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma- 

norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.49 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif 

yaitu dengan cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum 

dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok 

permasalahan tersebut.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

48 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 33. 
49 Zainuddin Ali, Op. Cit., hlm. 105. 
50 Surakhmad Winarno, Metode dan Tekhnik dalam Bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah 

Dasar Metode Tekhnik, (Bandung : Tarsito, 1994), hlm.17. 
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